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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERJ NEGARA PERENCANAAN PXMBANGI.]NAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.'NAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 218 /M/PPtl/O8/2OOs
TENTANG

PERTJBAHAN KEruTUSAN MENIERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGTJNAN

NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL

NOMOR KEP. OO5,/M.M{/O1I2OO5 TENTANG PENGANGKATAN PqJABAT

PXNANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PqJABAT PENGITIAN

DAN PXRINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PqJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,

BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGANAN 69

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PIMBANGI.JNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL

TAHI.JNANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi eselon I dan

pergantian pejabat eselon I Kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk
kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada Bagian

Anggaran 69 maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Menteri
NeSara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanazn

Pembangunan Nasional Nomor Kep. OO5,/M.PPN/01 / 2OOS tentang
Pengangkalan Pejabat Penandatangan DIPP, Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran, Pejabat Pengfii^n Dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM),

Pejabat Pengeluaran Anggarar:., Bendahara Pengeluaran Anggarun Pada

Bagian Anggaran 69 Kementerian Negara Perencaaaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanz'a:n Pembangunan Nasional Tahun Anggaran

2005

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perben daharaan

Negara;

3.Undang-
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Menetapkan

3. Undang-undanS Nomor 36 Tahun 2OO4 tentanS AnSSatan Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahsn 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan An1Saran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

7 2 Tahun 2OO4

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2OO3 tentanS Pedoman

Pengadaan Barung/Jasa Instansi Pemerintah *bagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6l Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO7 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, KewenanSan, Susunan Organisasi, dan Tata Ketla

kmbaga Pemerintah Non-Departemen xbagaimana telah kberupa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 187lM tangla'l 20 Oktober Tahun 2OO4

yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan

Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatul

9. Keputumn Presiden Nomor 137lM Tahun 2005 yang menetapkan

pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara

Perencanaan Pembangtnan Nasional/Badan Petencana.an

Pembangunan Nasional.

MIMUTUSKAN

KEruTUSAN MENTERJ NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGTJNAN

NASIONAL/KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGTJNAN NASIONAL

TENTANG PERI.JBAHAN KEruTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGI.]NAN NASIONAI/KEPALA BADAN PXRENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. OOs/M.PPN/OIl2O05

TENTANG PENGANGKATAN PqJABAT PENANDATANGAN DIPP, PqJABAT

zuASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUIAN DAN PXRINTAH

PEMBAYARAN (PENERBM SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,

BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN

2005.

PERTAMA ...



-J-

PERTAMA

KEDUA

Merubah spesimen tanda tangan dan paraf Sekretaris Menteri Negara

PPN/Sekretaris Utama Bappenas xbagai Pejabat Penandatangan

DIPP /Pejabat Kuasa PengSuna Anggaran Tahun 2005 sebagaimana

tercantum dalam l.ampiran II Keputusan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembangunan

Nasional Nomor KEP. 005/M.PPN/01 /2005.

: Spesimen tanda tangan dan paraf sebagaim na tercanhtm dalam lampiran
Keputusan ini merupakan tanda pe.ngesahan dengan ketentuan bahwa

tanda t^ngan sertz paraf tidak sah apablla ndak sesuai dengan yang

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablla

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perubahan dan perbalkan xbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakafia
pada tanggal 12 ASustus 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tenrbusan Kepf.LUsan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Direktur Jen deral Anggaran dan Perimbangan KeuanSan
4. Kepala Kantor Pelayana n Perbendaharaan Negara Jakarta lll
5. Inspektur Utama
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi danTata laksana
7 . Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang be rsangkutan
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KETIGA



SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MATAANGGARAN 69

KEMENTERIAN MGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.JNAN NASIONAL

TAHI.JNANGGARAN 2OO5

LA.MPIRAN

KEPUTUSAN MXNTERI NEGARA PPN/

KEPAI-A, BAPPENAS

NOMOR KEP. 218IM.PPN /08/2005
TANGGAI, 12 AGUSruS 2OO5

NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

DR. SRI MULYANI INDRAWATI
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Ir. Syahrial toetan, MCP

Sekretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris Utama Bappenas
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No Niima Tanda Tangau Pataf


